KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 38/05-A/ HK/ 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,

a. bahwa dalam rmngka memberikan pelayanan pendidikan
terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu
dilaksanakan melalul Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa untuk melaksanakan Pendidiknn Anak Usia Dini (PAUD)
Non Formal sebagaimana dimaksud pada hurufl a, perlu

diberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan;

¢. bahwa pemberian izin sebagnimana dimaksud pada huruf b,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DT: Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga;

1. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tenlang Pembentukan
Dacrah - daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah - daerah
Tingkat |1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4215;

). Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003} tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 486Y),

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteni Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012, tentang
Bantuan Sosial Oleh Kementerian dan Lembaga;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2013  tentang Pedoman Umum  Pengelolnan  dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Glanyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Glanyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten
Gianyar (Lembaran Dacrah Kabupaten Gianyar Tahun 2011
Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daernh
Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyclenggarnan Pendidikan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan !
KESATU :  Memberikan lzin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kepada :
+ Nama Pengelola : DRS, I NYOMAN JOKO
PARIASA, M.Pd.
e Alamat Pengelola : Br. Silakarang, Desa Singapadu Kaler,

Kecamatan Sukawatl,

Untuk mendirikan dan menyelengarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Non Formal :

e Nama Lembaga : WERDHI SILAKUMARA

¢ Jenis Program Layanan : Kelompok Bermain (KDB)

e Alamat Lembaga : JI. Raya Silakarang, Singapadu kaler,

Kecamatan Sukawati.
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KEDUA

Pemegang 1 an sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wayib

a  menyelenggarakan Pendidiban Anak Usia Dim sedemikian rupa
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya tethadap masyarakat
sesual dengan jenis programnya masing-masing,
mentaali Peraturan Perundang-Undangan dan

¢ melaporkan perhembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia
Dini secara berkala setiap bulan hepada Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga

KETIGA © Segala biava yang timbul sebagar okibat ditetapkannya Keputusan i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

REEMPAT Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetaphan

Ditetaphan di Gaanyar
pada tanggal, § September 2014
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Keputusan ini disampahan kepada

Yih Bupan Gianyar

Para Anggota Muspida Kabupaten Gianyar

Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Wakil Bupat Gianyar

Sekretans Daerah Kabupaten Gianyar

Para Kepala Inspektorat/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat/ Kepala UPT Dikpora
Kecamaian di linghungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
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